DEWANPERS

Peraturan Dewan Pers
Nomor: 3 /Peraturan—-DP/VIII/2015
tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

DEWAN PERS
Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi
Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan

profesionalisme wartawan;

2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur
mengenai pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi
wartawan;

3. bahwa untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan
kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat profesi
wartawan serta untuk menegakkan tujuan penyusunan
Standar Kompetensi Wartawan perlu ditetapkan tentang
Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun
2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 -
2016;

3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang
Standar Kompetensi Wartawan.
4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Penguji

Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di
Jakarta;

5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April
2015, di Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu

Kompetensi Wartawan

Pertama - Mengesahkan Mekanisme Pencabutan Sertifikat dan Kartu
Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua 3 Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015
KETUA DEWAN PERS

-

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.




PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN
KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan
antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga
harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta
menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan
mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi
wartawan sebagai berikut:

1. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan:
a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau
bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak
tolak/ingkar dan off the record.

b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali
selama 6 (enam) bulan.

c. Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan
pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong.

d. Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak
memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan.

2. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan di dalam
poin 1 (a dan b) dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/dewan etik organisasi
wartawan atau perusahaan pers bersangkutan.

3. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara
tertulis disertai bukti pendukung.

4. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan
dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan
atau atas temuan Dewan Pers.

5. Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari
masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga penguji dan wartawan bersangkutan.

6. Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan
Dewan Pers dan bersifat terbuka.

7. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan
dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan
bersangkutan.

8. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik pada poin 1 (a), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.

9. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik pada poin 1 (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun
sejak Surat Keputusan tentang pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 17 April 2015




